
24 Rosihan Hak Asasi Manusia, 24-32 

Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. X, No. 1, Juni 2026 
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370  

http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris 

  

HAK ASASI MANUSIA DAN TANTANGAN EKSPLOITASI SUMBER 

DAYA ANTARIKSA  

 
Johan Rosihan 

Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta Utara, Indonesia 

johan@gmail.com 
 

 
 

Abstract 

 
Advances in space technology have brought humanity to the brink of commercializing space 
resources, including mining on the Moon and asteroids. These activities trigger fundamental legal 

debates regarding wealth distribution and the protection of human rights. This research analyzes the 

risks of space resource monopolies by developed nations and private corporations, which potentially 

infringe upon human rights—specifically the right to development and the right to the common 

heritage of mankind. The research problems addressed include: (1) how the international legal 
framework balances the commercial rights of investors with the principle of human rights protection 

for all humanity in space exploitation, and (2) the positions and challenges of ASEAN countries in 

facing the international space exploitation regulatory race. The research method employed is 
normative juridical with a conceptual approach through the "Common Heritage of Mankind" 

doctrine, a statutory approach toward the Outer Space Treaty 1967 and the Moon Agreement 1979, 

as well as a comparative approach within the ASEAN region, specifically between Indonesia, 

Thailand, and Vietnam. The results indicate a significant void in international law regarding 
equitable benefit-sharing mechanisms, thereby threatening the economic sovereignty of developing 

nations. Comparatively, ASEAN countries remain behind in codifying domestic space laws capable of 

protecting national interests on the global stage. This study recommends the establishment of a new 
international regime under the UN to guarantee inclusive distribution of space benefits and the 

strengthening of ASEAN space diplomacy to create collective bargaining power. 
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I. PENDAHULUAN 
Eksploitasi sumber daya antariksa bukan lagi sekadar narasi fiksi ilmiah melainkan telah 

menjadi agenda riil yang melibatkan investasi bernilai triliunan dolar dari negara-negara maju dan 

korporasi transnasional. Keberadaan mineral langka seperti platinum, cobalt, dan nikel pada asteroid 

serta potensi helium-3 di permukaan Bulan sebagai sumber energi fusi nuklir telah memicu 

perlombaan antariksa babak baru yang secara fundamental berbeda dari era Space Race Perang 

Dingin. Menurut laporan Goldman Sachs tahun 2017, nilai sumber daya yang terkandung dalam 

asteroid terdekat Bumi diperkirakan mencapai kuintiliunan dolar, menjadikan pertambangan antariksa 

sebagai frontier ekonomi paling menjanjikan abad ke-21. 

Perkembangan ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi propulsi roket, miniaturisasi satelit, 

dan penurunan biaya peluncuran yang dramatis. SpaceX, melalui roket Falcon 9 yang dapat 

digunakan ulang, telah menurunkan biaya peluncuran per kilogram ke orbit rendah Bumi dari sekitar 

USD 54.500 (era Space Shuttle) menjadi sekitar USD 2.720. Perusahaan seperti Planetary Resources, 

Deep Space Industries (kini Bradford Space), dan iSpace (Jepang) telah secara aktif mengembangkan 

teknologi penambangan asteroid. NASA, melalui program Artemis, menargetkan pembangunan basis 

permanen di Bulan sebagai batu loncatan menuju eksplorasi Mars dan pertambangan sumber daya 

antariksa. 

Namun, di balik ambisi teknologi dan ekonomi ini, terdapat dimensi Hak Asasi Manusia yang 

fundamental namun kerap terabaikan dalam diskursus hukum antariksa kontemporer. Prinsip 

Common Heritage of Mankind (CHM) atau Warisan Bersama Umat Manusia yang tertuang dalam 

Moon Agreement 1979 menegaskan bahwa Bulan dan benda langit lainnya beserta sumber daya 

alamnya merupakan warisan bersama seluruh umat manusia, yang manfaatnya harus didistribusikan 

secara adil dan merata. Prinsip ini lahir dari kesadaran kolektif bahwa antariksa, sebagai wilayah di 

luar yurisdiksi nasional mana pun, tidak boleh menjadi arena baru bagi kolonialisme ekonomi. 

Ironisnya, negara-negara maju yang memiliki kapasitas teknologi untuk mengeksploitasi 

sumber daya antariksa justru mulai menerbitkan regulasi domestik yang secara de facto mengizinkan 

kepemilikan privat atas sumber daya yang diekstraksi. Amerika Serikat melalui U.S. Commercial 

Space Launch Competitiveness Act 2015 (dikenal sebagai SPACE Act) secara eksplisit memberikan 

hak kepemilikan kepada warga negara AS atas sumber daya yang mereka peroleh dari antariksa. 

Luxembourg mengikuti pada tahun 2017 dengan undang-undang serupa yang bahkan lebih progresif. 

Uni Emirat Arab menerbitkan regulasi sejenis pada tahun 2019. Tren ini menimbulkan pertanyaan 

mendasar: apakah regulasi unilateral tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Common Heritage of 

Mankind dan norma-norma HAM internasional? 

Bagi negara-negara berkembang, termasuk anggota ASEAN, perkembangan ini menghadirkan 

ancaman ganda. Pertama, ancaman terhadap hak atas pembangunan (right to development) 

sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan PBB 1986, di mana negara-negara 

yang tidak memiliki kapasitas teknologi akan terpinggirkan dari manfaat ekonomi antariksa. Kedua, 

ancaman terhadap kedaulatan ekonomi jangka panjang, karena monopoli sumber daya antariksa oleh 

segelintir aktor akan menciptakan ketimpangan global yang semakin dalam, mengulang pola 

eksploitasi era kolonial dalam dimensi baru. 

Dalam konteks regional ASEAN, tantangan ini semakin kompleks. Meskipun beberapa negara 

anggota telah memiliki program antariksa nasional, fokusnya masih terbatas pada pengembangan 

satelit dan penginderaan jauh. Belum ada satu pun negara ASEAN yang memiliki kerangka hukum 

komprehensif mengenai komersialisasi sumber daya antariksa, apalagi posisi diplomasi bersama di 

forum internasional seperti United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 

(UNCOPUOS). Ketiadaan ini menempatkan ASEAN pada risiko menjadi sekadar penonton dalam 

ekonomi antariksa baru yang sedang terbentuk. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji secara komprehensif hubungan 

antara eksploitasi sumber daya antariksa dengan perlindungan HAM internasional, dengan fokus 

khusus pada posisi dan kepentingan negara-negara ASEAN. Penelitian ini penting untuk memberikan 

landasan akademis bagi perumusan kebijakan hukum antariksa yang berkeadilan dan inklusif. 
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II. METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal legal research) yang mengkaji 

hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari asas-asas, kaidah-kaidah, dan aturan-aturan hukum. 

Sumber data primer meliputi instrumen hukum internasional antariksa, instrumen HAM internasional, 

dan peraturan perundang-undangan nasional terkait keantariksaan. Sumber data sekunder meliputi 

literatur akademis, laporan organisasi internasional, dan dokumen diplomasi. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan utama yang saling 

melengkapi: 

Pertama, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yang menelaah perkembangan dan 

kontestasi konsep Res Communis, Common Heritage of Mankind, dan Res Nullius dalam konteks 

sumber daya antariksa. Pendekatan ini menganalisis bagaimana ketiga konsep tersebut bersaing dan 

berinteraksi dalam membentuk rezim hukum antariksa kontemporer. 

Kedua, Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yang menganalisis secara 

sistematis Outer Space Treaty 1967, Moon Agreement 1979, SPACE Act 2015, serta instrumen HAM 

internasional terkait hak ekonomi-sosial, termasuk International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights (ICESCR) dan Deklarasi Hak atas Pembangunan PBB 1986. 

Ketiga, Pendekatan Komparatif (Comparative Approach), yang membandingkan perkembangan 

hukum dan kebijakan antariksa di tiga negara ASEAN, yaitu Indonesia (sebagai negara dengan 

legislasi antariksa paling komprehensif di kawasan), Thailand (sebagai negara yang aktif 

mengembangkan badan antariksa nasional), dan Vietnam (sebagai negara yang mulai merumuskan 

kebijakan antariksa nasional). Pemilihan ketiga negara ini didasarkan pada representativitas mereka 

dalam spektrum kesiapan hukum antariksa di ASEAN. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Konflik Norma: Profit Komersial versus Hak atas Pembangunan 

1. Ketegangan antara Rezim Kebebasan Eksplorasi dan Rezim HAM 

Hukum internasional antariksa saat ini berada dalam ketegangan fundamental antara dua rezim 

normatif yang sulit direkonsiliasi. Di satu sisi, rezim kebebasan eksplorasi berdasarkan Pasal I Outer 

Space Treaty 1967 menegaskan bahwa eksplorasi dan penggunaan antariksa, termasuk Bulan dan 

benda langit lainnya, bebas untuk dilakukan oleh semua negara tanpa diskriminasi, atas dasar 

kesetaraan dan sesuai hukum internasional. Negara-negara maju menginterpretasikan pasal ini secara 

luas sebagai dasar legalitas bagi komersialisasi sumber daya antariksa, dengan argumentasi bahwa 

kebebasan penggunaan (freedom of use) secara implisit mencakup kebebasan untuk mengekstraksi 

dan memiliki sumber daya. 

Di sisi lain, rezim HAM dan keadilan global menuntut distribusi yang adil atas manfaat 

kemajuan ilmu pengetahuan. Deklarasi Hak atas Pembangunan PBB 1986 menegaskan bahwa setiap 

manusia dan setiap bangsa berhak atas pembagian manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Pasal 15 

ayat (1) huruf b ICESCR secara spesifik menjamin hak setiap orang untuk menikmati manfaat 

kemajuan ilmiah dan penerapannya. Eksploitasi sepihak sumber daya antariksa tanpa mekanisme bagi 

hasil (benefit-sharing) yang berkeadilan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kolektif umat 

manusia untuk menikmati kekayaan alam yang berada di luar yurisdiksi nasional mana pun. 

Masalah utama terletak pada ambiguitas Outer Space Treaty itu sendiri. Pasal II melarang klaim 

kedaulatan atas benda langit (non-appropriation principle), namun tidak secara eksplisit melarang 

kepemilikan atas material yang telah diekstraksi dari benda langit tersebut. Celah hukum inilah yang 

dimanfaatkan oleh Amerika Serikat melalui SPACE Act 2015. Section 51303 undang-undang tersebut 

secara eksplisit menyatakan: "A United States citizen engaged in commercial recovery of an asteroid 

resource or a space resource... shall be entitled to any asteroid resource or space resource obtained, 

including to possess, own, transport, use, and sell the asteroid resource or space resource obtained." 

Interpretasi ini diperdebatkan oleh banyak ahli hukum internasional. Kelompok pertama 

berpendapat bahwa non-apropriasi terhadap benda langit tidak berarti non-apropriasi terhadap sumber 

daya yang diekstraksi, dengan menganalogikan bahwa nelayan dapat menangkap ikan dari laut lepas 

meskipun laut lepas tidak dapat diklaim. Kelompok kedua berpendapat bahwa hak kepemilikan atas 

sumber daya yang diekstraksi tidak dapat dipisahkan dari benda langit itu sendiri, sehingga regulasi 
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unilateral yang mengizinkan apropriasi sumber daya bertentangan dengan semangat dan tujuan Outer 

Space Treaty. 

 

2. Kekosongan Hukum dalam Mekanisme Benefit-Sharing 

Kekosongan hukum yang paling kritis dalam rezim hukum antariksa kontemporer adalah 

ketiadaan mekanisme benefit-sharing yang operasional dan mengikat secara hukum. Meskipun Pasal I 

OST menyatakan bahwa eksplorasi dan penggunaan antariksa harus dilakukan for the benefit and in 

the interests of all countries, tidak ada instrumen yang menjabarkan secara konkret bagaimana 

manfaat tersebut didistribusikan. Moon Agreement 1979 memang mewajibkan pembentukan rezim 

internasional untuk mengatur eksploitasi sumber daya Bulan, termasuk mekanisme pembagian 

manfaat, namun kewajiban ini bersifat prospektif dan tergantung pada ratifikasi yang sangat rendah. 

Analisis komparatif dengan hukum laut internasional memberikan pelajaran penting. UNCLOS 

1982, melalui pembentukan International Seabed Authority (ISA), telah mengembangkan mekanisme 

benefit-sharing yang relatif operasional untuk eksploitasi sumber daya mineral dasar laut 

internasional. ISA mengelola sistem kontrak antara perusahaan penambangan dengan otoritas 

internasional, di mana sebagian keuntungan dialokasikan untuk negara berkembang. Meskipun ISA 
bukan tanpa kritik, model ini memberikan preseden yang dapat diadaptasi untuk konteks antariksa. 

Namun, transfer model hukum laut ke hukum antariksa bukan tanpa hambatan. Perbedaan 

fundamental terletak pada tingkat ratifikasi: sementara UNCLOS diratifikasi oleh 168 negara, Moon 

Agreement hanya 18 negara. Selain itu, karakter eksploitasi sumber daya antariksa berbeda secara 

signifikan dari penambangan dasar laut, terutama dalam hal biaya teknologi, risiko investasi, dan 

jangka waktu pengembalian investasi yang jauh lebih panjang. 

 

3. Implikasi terhadap Hak Ekonomi-Sosial Negara Berkembang 

Monopoli sumber daya antariksa oleh segelintir aktor negara maju dan korporasi transnasional 

memiliki implikasi yang mendalam terhadap hak ekonomi-sosial negara berkembang. Pertama, pada 

tataran makroekonomi, pertambangan asteroid berpotensi menghasilkan mineral langka dalam 

kuantitas yang secara drastis mengubah dinamika pasar global. Jika platinum atau cobalt dari asteroid 

membanjiri pasar tanpa mekanisme regulasi yang adil, negara-negara berkembang yang bergantung 

pada ekspor mineral ini akan mengalami guncangan ekonomi serius. 

Kedua, pada tataran pembangunan teknologi, ketimpangan akses terhadap teknologi antariksa 

akan memperlebar kesenjangan digital dan teknologi antara negara maju dan berkembang. Tanpa 

mekanisme transfer teknologi yang wajib, negara berkembang akan semakin tergantung pada negara 

maju, memperdalam pola dependensi struktural yang sudah ada. 

Ketiga, pada tataran tata kelola global, dominasi segelintir negara dalam pembuatan aturan 

eksploitasi antariksa melalui regulasi unilateral maupun inisiatif multilateral yang eksklusif seperti 

Artemis Accords mengancam prinsip kedaulatan setara dan representasi inklusif dalam pembuatan 

kebijakan internasional. Artemis Accords, yang digagas oleh NASA pada Oktober 2020, meskipun 

bersifat non-binding, secara de facto membentuk rezim normatif alternatif di luar kerangka 

UNCOPUOS yang lebih inklusif. 

 

B. Artemis Accords dan Fragmentasi Regulasi Global 

1. Substansi dan Implikasi Artemis Accords 

Artemis Accords merupakan serangkaian perjanjian bilateral antara NASA dan badan antariksa 

negara-negara mitra yang mengatur prinsip-prinsip kerja sama dalam eksplorasi dan penggunaan 

antariksa. Hingga awal 2025, lebih dari 40 negara telah menandatangani Artemis Accords, termasuk 

beberapa negara ASEAN. Perjanjian ini secara substansial mengatur prinsip-prinsip mengenai 

transparansi, interoperabilitas, bantuan darurat, pendaftaran benda antariksa, pelepasan orbital debris, 

penggunaan sumber daya antariksa, pencegahan konflik, dan pelestarian warisan antariksa. 

Pasal yang paling kontroversial adalah Section 10 tentang penggunaan sumber daya antariksa 

(space resources), yang menegaskan bahwa ekstraksi dan penggunaan sumber daya antariksa bukan 

merupakan apropriasi nasional berdasarkan Outer Space Treaty. Interpretasi ini secara implisit 

mendukung legalitas penambangan antariksa komersial, sejalan dengan pendekatan SPACE Act 2015 

AS. Dengan kata lain, Artemis Accords berupaya menciptakan konsensus internasional bahwa 

kepemilikan sumber daya yang diekstraksi tidak bertentangan dengan prinsip non-appropriation. 
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Bagi negara berkembang, Artemis Accords menghadirkan dilema strategis. Di satu sisi, 

partisipasi dalam Accords memberikan akses pada teknologi dan kerja sama antariksa dengan AS dan 

mitra-mitranya. Di sisi lain, partisipasi tersebut secara implisit melegitimasi kerangka normatif yang 

mungkin tidak sepenuhnya melindungi kepentingan ekonomi negara berkembang, terutama karena 

Accords tidak memuat mekanisme benefit-sharing yang wajib dan terperinci. 

 

2. Kritik terhadap Pendekatan Unilateral dan Plurilateral 

Pendekatan unilateral melalui legislasi domestik dan plurilateral melalui Artemis Accords 

mendapat kritik tajam dari berbagai perspektif. Dari perspektif hukum internasional, kritik utama 

adalah bahwa pendekatan ini mengabaikan proses pembuatan hukum multilateral melalui 

UNCOPUOS yang lebih inklusif. Rusia dan Tiongkok secara konsisten menolak Artemis Accords dan 

sebaliknya mengusulkan kerangka kerja sama antariksa alternatif melalui program International Lunar 

Research Station (ILRS). 

Dari perspektif negara berkembang dan Kelompok 77, pendekatan unilateral dilihat sebagai 

upaya untuk memaksakan fait accompli normatif sebelum negara berkembang memiliki kapasitas 

untuk berpartisipasi secara setara dalam negosiasi. Profesor Ram Jakhu dari McGill University 
menyatakan bahwa penciptaan hak kepemilikan atas sumber daya antariksa melalui legislasi domestik 

tanpa konsensus internasional merupakan bentuk neo-kolonialisme hukum yang mengulang pola 

historis di mana hukum dibuat oleh yang kuat untuk kepentingan yang kuat. 

Dari perspektif HAM, kritik mendasar adalah bahwa baik legislasi domestik maupun Artemis 

Accords tidak memuat kewajiban perlindungan HAM yang eksplisit. Tidak ada ketentuan yang 

menjamin bahwa eksploitasi sumber daya antariksa akan memperhatikan hak atas pembangunan, hak 

atas lingkungan yang sehat, atau hak ekonomi-sosial masyarakat yang terdampak. Absennya dimensi 

HAM ini menciptakan kerangka regulasi yang secara struktural bias terhadap kepentingan investor 

dan negara maju. 

 

C. Dinamika dan Posisi ASEAN dalam Hukum Antariksa 

1. Analisis Komparatif Kesiapan Hukum Antariksa ASEAN 

Analisis komparatif terhadap kesiapan hukum antariksa tiga negara ASEAN Indonesia, 

Thailand, dan Vietnam menunjukkan gambaran yang beragam namun secara umum masih tertinggal 

dari kebutuhan regulasi komersialisasi antariksa kontemporer. 

Tabel 1. Perbandingan Kesiapan Hukum Antariksa Indonesia, Thailand, dan Vietnam 
Aspek Indonesia Thailand Vietnam 

Legislasi Antariksa UU No 21/2013 

(Komprehensif) 

Belum ada UU khusus Belum ada UU 

khusus 

Badan Antariksa LAPAN (kini BRIN) GISTDA VNSC/VAST 

Ratifikasi OST Ya (2002) Ya (1968) Ya (1980) 

Ratifikasi Moon Agreement Tidak Tidak Tidak 

Posisi terkait komersialisasi Belum terartikulasi Belum Terartikulasi Belum Terartikulasi 

Partisipasi Artemis Accords Belum Belum Belum 

Kapasitas Peluncuran Terbatas (Roket 

Sounding) 

Tidak Ada Tidak Ada 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai satu-

satunya negara ASEAN dengan legislasi antariksa yang komprehensif. Namun, keunggulan ini relatif 

karena UU Keantariksaan 2013 tidak mengatur aspek komersialisasi sumber daya antariksa. Demikian 

pula, tidak ada satu pun dari ketiga negara yang telah meratifikasi Moon Agreement atau 

mengartikulasikan posisi resmi mengenai isu pertambangan antariksa. 

 

2. Indonesia: Potensi dan Keterbatasan UU Keantariksaan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan merupakan legislasi antariksa 

paling komprehensif di kawasan ASEAN. UU ini terdiri dari 16 bab dan 104 pasal yang mengatur 

seluruh aspek kegiatan keantariksaan Indonesia. Namun, analisis mendalam terhadap substansi UU ini 

menunjukkan beberapa keterbatasan signifikan dalam konteks komersialisasi sumber daya antariksa. 
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Pertama, UU ini tidak memuat ketentuan apapun mengenai komersialisasi sumber daya benda 

langit. Fokus UU sepenuhnya pada pemanfaatan antariksa untuk kepentingan nasional dalam konteks 

yang sudah mapan, yaitu satelit, penginderaan jauh, dan peluncuran. Pasal 4 menyebutkan bahwa 

penguasaan keantariksaan dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat, namun tidak mengelaborasi 

implikasi kemakmuran ini dalam konteks eksploitasi sumber daya yang melampaui orbit Bumi. 

Kedua, transformasi kelembagaan dari LAPAN menjadi bagian dari Badan Riset dan Inovasi 

Nasional (BRIN) pada tahun 2021 telah mengubah lanskap tata kelola antariksa Indonesia. Peleburan 

ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas program antariksa dalam arsitektur kelembagaan BRIN 

yang mencakup seluruh bidang riset, serta kapasitas institusional untuk mengadvokasi kepentingan 

antariksa Indonesia di forum internasional. 

Ketiga, Indonesia belum meratifikasi Moon Agreement 1979, meskipun telah meratifikasi 

Outer Space Treaty pada tahun 2002. Keputusan untuk tidak meratifikasi Moon Agreement mengikuti 

pola mayoritas negara, namun ini juga berarti Indonesia tidak secara formal terikat pada prinsip 

Common Heritage of Mankind dalam konteks antariksa. Kondisi ini menciptakan ambiguitas dalam 

posisi hukum Indonesia terkait isu komersialisasi sumber daya antariksa. 

 

3. Thailand dan Vietnam: Perkembangan Kelembagaan tanpa Fondasi Legislasi 

Thailand, melalui GISTDA, telah mengembangkan kapasitas yang signifikan dalam teknologi 

geo-informasi dan antariksa. Program satelit observasi Bumi THEOS (Thailand Earth Observation 

System) dan rencana THEOS-2 menunjukkan komitmen investasi yang nyata. GISTDA juga aktif 

dalam kerja sama internasional, termasuk dengan badan antariksa Jepang (JAXA) dan Eropa (ESA). 

Namun, semua kemajuan kelembagaan ini belum didukung oleh legislasi antariksa yang 

komprehensif. National Space Policy Framework yang sedang dikembangkan masih berfokus pada 

pemanfaatan teknologi antariksa untuk pembangunan ekonomi digital, pertanian presisi, dan 

manajemen bencana, belum menyentuh isu komersialisasi sumber daya. 

Vietnam, meskipun datang lebih belakangan dalam pengembangan program antariksa, 

menunjukkan trajektori yang menjanjikan. Satelit observasi Bumi VNREDSat-1 yang diluncurkan 

pada 2013 dan program pengembangan satelit radar (LOTUSat) menunjukkan ambisi yang serius. 

Vietnam Space Strategy 2030 menetapkan target ambisius untuk pengembangan kapasitas antariksa 

nasional. Namun, seperti Thailand, Vietnam belum memiliki legislasi antariksa domestik yang 

komprehensif, dan partisipasi aktifnya di UNCOPUOS belum menghasilkan posisi diplomasi yang 

jelas mengenai isu komersialisasi sumber daya antariksa. 

 

4. Tantangan Kolektif dan Peluang Diplomasi ASEAN 

ASEAN sebagai organisasi regional menghadapi tantangan kolektif yang serius dalam 

menghadapi era komersialisasi antariksa. Pertama, tantangan kapasitas teknologi: tidak ada satu pun 

negara ASEAN yang memiliki kapasitas peluncuran orbital yang mandiri atau teknologi 

pertambangan antariksa. Ketergantungan pada penyedia layanan peluncuran dari luar kawasan (AS, 

Eropa, Rusia, Tiongkok, India, Jepang) membatasi kemampuan ASEAN untuk menjadi aktor mandiri 

dalam ekonomi antariksa. 

Kedua, tantangan regulasi: ketiadaan harmonisasi regulasi antariksa di tingkat regional. Tidak 

seperti Uni Eropa yang memiliki kebijakan antariksa bersama melalui European Space Agency (ESA) 

dan European Union Agency for the Space Programme (EUSPA), ASEAN belum memiliki 

mekanisme koordinasi regulasi antariksa regional. ASEAN Ministerial Meeting on Science, 

Technology, and Innovation (AMMSTI) membahas kerja sama antariksa secara ad hoc, namun belum 

menghasilkan kerangka kerja yang terstruktur. 

Ketiga, tantangan diplomasi: negara-negara ASEAN belum memiliki posisi bersama (common 

position) dalam negosiasi hukum antariksa di UNCOPUOS. Setiap negara anggota berpartisipasi 

secara individual, tanpa koordinasi regional yang memadai. Hal ini melemahkan daya tawar ASEAN 

sebagai blok dalam membentuk norma-norma hukum antariksa internasional yang mengakomodasi 

kepentingan negara berkembang. 

Namun, terdapat peluang yang signifikan. Pertama, ASEAN dapat memanfaatkan posisinya 

sebagai organisasi regional yang mewakili lebih dari 680 juta penduduk untuk membangun posisi 

tawar kolektif di forum internasional. Kedua, ASEAN dapat mengembangkan model kerja sama 

antariksa regional yang inovatif, misalnya melalui pembentukan ASEAN Space Agency atau ASEAN 
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Space Consortium yang mengkoordinasikan kebijakan, investasi, dan diplomasi antariksa. Ketiga, 

ASEAN dapat memimpin advokasi di tingkat internasional untuk penyusunan rezim benefit-sharing 

yang inklusif, sejalan dengan prinsip solidaritas ASEAN dan komitmen pada pembangunan 

berkelanjutan. 

 

D. Analisis Hukum terhadap Kebutuhan Rezim Internasional Baru 

1. Kelemahan Struktural Rezim Hukum Antariksa Saat Ini 

Rezim hukum antariksa internasional yang dibangun pada era Perang Dingin tidak lagi 

memadai untuk mengatur dinamika komersialisasi antariksa abad ke-21. Beberapa kelemahan 

struktural yang teridentifikasi meliputi hal-hal berikut. Pertama, ambiguitas normatif: perbedaan 

interpretasi terhadap konsep freedom of use dan non-appropriation dalam Outer Space Treaty 

menciptakan ketidakpastian hukum yang dieksploitasi oleh aktor-aktor yang memiliki keunggulan 

teknologi dan ekonomi. 

Kedua, kegagalan Moon Agreement: meskipun Moon Agreement 1979 berupaya mengisi 

kekosongan hukum dengan memasukkan prinsip CHM dan kewajiban pembentukan rezim 

internasional, tingkat ratifikasinya yang sangat rendah menjadikannya efektif tidak berlaku (dead 
letter) bagi aktor-aktor utama antariksa. 

Ketiga, fragmentasi regulasi: munculnya regulasi domestik dan perjanjian plurilateral (Artemis 

Accords) yang tidak konsisten satu sama lain menciptakan regulatory patchwork yang tidak 

memberikan kepastian hukum dan tidak menjamin keadilan distributif. 

Keempat, absennya mekanisme penegakan: tidak ada otoritas internasional yang memiliki yurisdiksi 

dan kapasitas untuk menegakkan aturan terkait eksploitasi sumber daya antariksa, menciptakan situasi 

anarchic yang menguntungkan aktor terkuat. 

 

2. Proposal Rezim Internasional Baru: Prinsip-Prinsip Dasar 

Berdasarkan analisis terhadap kelemahan struktural di atas, penelitian ini mengusulkan prinsip-

prinsip dasar yang harus menjadi fondasi rezim internasional baru untuk mengatur eksploitasi sumber 

daya antariksa secara berkeadilan. 

Prinsip pertama adalah Inclusive Benefit-Sharing. Setiap skema eksploitasi sumber daya 

antariksa harus memuat mekanisme pembagian manfaat yang inklusif bagi seluruh negara, dengan 

perhatian khusus pada negara berkembang dan negara kurang berkembang (least developed 

countries). Mekanisme ini dapat mengadopsi model ISA dalam UNCLOS dengan penyesuaian, 

termasuk pembentukan dana perwalian antariksa internasional (International Space Trust Fund) yang 

dibiayai dari royalti eksploitasi sumber daya antariksa. 

Prinsip kedua adalah Mandatory Technology Transfer. Rezim baru harus memuat kewajiban 

transfer teknologi antariksa dari negara maju ke negara berkembang, termasuk pelatihan sumber daya 

manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Tanpa elemen ini, partisipasi negara berkembang 

dalam ekonomi antariksa akan tetap bersifat marginal. 

Prinsip ketiga adalah Environmental Sustainability. Eksploitasi sumber daya antariksa harus 

memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan, termasuk pencegahan kontaminasi benda langit, 

pengelolaan orbital debris, dan penilaian dampak lingkungan antariksa (Space Environmental Impact 

Assessment). 

Prinsip keempat adalah Human Rights Due Diligence. Setiap aktor yang terlibat dalam 

eksploitasi sumber daya antariksa—baik negara maupun korporasi—harus melaksanakan human 

rights due diligence yang mencakup penilaian dampak HAM, pencegahan pelanggaran, dan 

mekanisme pemulihan bagi pihak yang terdampak negatif. 

Prinsip kelima adalah Democratic Governance. Rezim internasional baru harus dikelola oleh 

otoritas yang representatif dan akuntabel, dengan partisipasi yang setara dari negara maju dan 

berkembang. Model tata kelola UNCOPUOS yang berbasis konsensus dapat dijadikan dasar, namun 

perlu diperkuat dengan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih efektif. 
 

IV.  KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan 

utama yang menjawab rumusan masalah yang diajukan. 
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Pertama, kerangka hukum internasional saat ini gagal menyeimbangkan antara hak komersial 

investor dengan perlindungan HAM bagi seluruh umat manusia dalam eksploitasi antariksa. 

Ketegangan fundamental antara rezim kebebasan eksplorasi (Outer Space Treaty 1967) dengan 

prinsip Common Heritage of Mankind (Moon Agreement 1979) menghasilkan kekosongan hukum 

yang dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk menerbitkan regulasi unilateral yang mengizinkan 

apropriasi sumber daya antariksa. Ambiguitas Pasal II Outer Space Treaty mengenai non-apropriasi 

benda langit versus kepemilikan sumber daya yang diekstraksi menjadi celah hukum yang paling 

kritis. Ketiadaan mekanisme benefit-sharing yang operasional dan mengikat secara hukum 

mengancam hak atas pembangunan negara-negara berkembang sebagaimana dijamin dalam Deklarasi 

PBB 1986 dan hak untuk menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahuan sebagaimana dijamin dalam 

Pasal 15 ICESCR. Fragmentasi regulasi melalui legislasi domestik (SPACE Act 2015, UU 

Luxembourg 2017) dan perjanjian plurilateral (Artemis Accords) semakin mengikis prinsip 

universalitas hukum antariksa. 

Kedua, negara-negara ASEAN berada dalam posisi yang rapuh dalam menghadapi perlombaan 

regulasi eksploitasi antariksa internasional. Analisis komparatif menunjukkan bahwa meskipun 

Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai satu-satunya negara ASEAN dengan legislasi 
antariksa komprehensif (UU No. 21/2013), UU tersebut belum mengakomodasi dimensi 

komersialisasi sumber daya antariksa. Thailand dan Vietnam, meskipun aktif mengembangkan 

kapasitas kelembagaan, belum memiliki fondasi legislasi yang memadai. Secara kolektif, ASEAN 

menghadapi tiga tantangan utama: keterbatasan kapasitas teknologi, ketiadaan harmonisasi regulasi 

regional, dan kelemahan diplomasi bersama di forum internasional. Tanpa langkah korektif yang 

segera, ASEAN berisiko menjadi sekadar penonton dalam formasi ekonomi antariksa baru. 
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